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 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU 

 

 
 

BUPATI MAMUJU UTARA 

 

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA 

NOMOR :  84  TAHUN 2011 

 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI 
KABUPATEN MAMUJU UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAMUJU UTARA, 
  
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat   Peraturan Daerah 

kabupaten Mamuju Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD dan Staf Ahli , dan dalam rangka melaksanakan 
fungsi-fungsi Pemerintahan Umum  maka dibutuhkan Kelembagaan 
Pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara yang dapat bekerja secara 
Profesional sesuai standar Sistem Pemerintahan yang baik. 

  b. bahwa Standarisasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diatas perlu dirumuskan dalam bentuk instrumen Satuan Tugas dan 
Fungsi secara jelas dan terperinci untuk setiap kelembagaan 
Pemerintahan. 

  c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf adan b maka perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf 
Ahli Bupati. 

 
     

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara   Nomor  4270); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422); 

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
74, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5135); 

12.  Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 
tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara nomor 24); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 08 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  MAMUJU UTARA TENTANG ORGANISASI 
DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

  
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara; 
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;  
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD 

Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah. 

5. Perangkat daerah adalah Perangkat daerah  Kabupaten Mamuju Utara yang 
merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 
Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ; 

6. Sekretariat daerah adalah secretariat daerah Kabupaten Mamuju Daerah; 
7. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Mamuju Utara yang merupakan Pejabat Struktural 

yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Mamuju Utara dari pegawai negeri sipil 
yang memenuhi syarat sesuai  peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang 
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah 
sesuai dengan bidang tugasnya; 

8. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;  
 

BAB II 
 

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Mamuju 

Utara 

 

BAB III 

TUGAS DAN  FUNGSI  

Bagian Pertama 
 

Tugas Pokok 
 

Pasal 3 
 

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan 
daerah sesuai bidang tugasnya. 
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Bagian kedua 

Fungsi  

Pasal 4 

Staf ahli dalam melaksanakan  tugasnya sebagaimana dimaksud  pada  Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi Pemberian Telaahan mengenai masalah Pemerintahan daerah 
yang meliputi aspek bidang hukum, politik, pemerintahan, pembangunan, 
kemasyarakatan, sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan  dan pelaksanaan tugas 
lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Staf Ahli, terdiri dari: 

a). Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; 

b). Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 

c). Staf Ahli Bidang Pembangunan 

d). Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; 

e). Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 

 

(2) Bagan susunan organisasi Staf Ahli adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 

ESELONERING 

 

Pasal 6 

 

Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II/b 

 
 

BAB VI 

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA  

Pasal 7 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli dikoordinasikan oleh sekretaris daerah; 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada ayat (1) di atas harus menerapkan 

prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dengan 
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing; 

(3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat Konsultasi 
dan Koordinasi. 
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BAB VII 

 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

 
Pasal 8  

 
(1) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat; 
(2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

BAB IX 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  9 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 NOMOR ......... 

Ditetapkan di Pasangkayu 

Pada tanggal, ................................,2011 

 

BUPATI MAMUJU UTARA, 

 

 

H. AGUS AMBO DJIWA 

Diundangkan dalam Berita Daerah 

Kabupaten Mamuju Utara 

Pada tanggal : 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

............................................. 

 


